
: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4846);

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan

akses informasi hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

di Tingkat KPUKabupaterr/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Kepulauan tentang Standar Operasional

Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten 8anggai Kepulauan;

Mengingat

Menimbang

KETUAKOMISIPEMILIHANUMUMKABUPATENBANGGAIKEPULAUAN,

KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUM

KABUPATENBANGGAIKEPULAUAN

NOMOR: 9/HK.04/7207/2022
TENTANG

STANDAROPERASIONALPROSEDUR

PENGELOLAANJARINGANDOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM

DI LINGKUNGANKOMISIPEMILIHANUMUM

KABUPATENBANGGAIKEPULAUAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SALINAN
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5038);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor5952);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor82);

7. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor218);

8. Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor456);

9. Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
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Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553j

TIK.01-Kptj03jKPUjVlIIj2019 tentang Perubaban
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
673j TIK.01-Kptj03jKPUjIIIj2019 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia;

14.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Kepulauan Nomor 146jHK.03.1-

Kptj7207 jKPU-KabjXIj2020 tentang Pembentukan

Pemilihan Umum Nomor
2016 tentang Jaringan

12. Keputusan Komisi
134jKptsjKPU/Tahun

Pemilihan Umum KabupatenjKota sebagaimana
telab beberapa kali diubab terakhir dengan
Peraturan KomisiPernilihan Umum Nomor4 Tahun
2021 tentang Perubaban Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tabun 2019
tentang Tata Kerja KomisiPemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum KabupatenjKota (Berita Negara RI Tahun
2021 Nomor786);

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupatenj Kota;

11. Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor8 Tabun
2021 tentang Perubaban atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tata Naskah Dinas Komisi Pernilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan UmumKabupatenjKota;
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ttd.

TAMIN

Ditetapkandi Salakan

padatanggal14 Februari 2022

KETUAKOMISIPEMILIHANUMUM
~~~I.:I' DenganAslinya KABUPATENBANGGAlKEPULAUAN

U KAB. BANGGAlKEPULAUAN '
Hukum

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUM KABUPATEN

BANGGAl KEPULAUAN TENTANG STANDAR

OPERASIONALPROSEDURPENGELOLAANJARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Dr

LINGKUNGANKOMISIPEMILIHANUMUMKABUPATEN

BANGGAlKEPULAUAN.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkandari Keputusanini.

Keputusanini mulai berlakupadatanggalditetapkan.

Tim Pernbina dan Tim Teknis Jaringan

Dokurnentasidan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Banggai

Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Kepulauan Nomor 13jHK.03.1j4j2021

tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan

Nomor146jHK.03.1-Kptj 7207j KPU-KabjXIj2020

tentangPembentukanTim PembinadanTim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

BanggaiKepulauan;
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TAHUN 2022
KABUPATENBANGGAIKEPULAUAN

STANDAROPERASIONALPROSEDUR

SEKRETARIATKOMISr PEMILIHAN UMUM

KABUPATENBANGGAI KEPULAUAN

NOMOR:4/HK04/7207/2022

TANGGAL: 14 FEBRUARI 2022

PENGELOLAAN JARlNGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN

PROSEDUROPERASIONALSTANDAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATENBANGGA!KEPULAUAN

NOMOR:9/HK04/7207/2022

TENTANG
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~,CII:i~su,aiDenganAslinya
~~~~~ KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

.~lmI·anHukum

TAM I N

ttd.

KETUA KOMISI PEMILlHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Disahkandi Salakan

padatanggal14Februari2022

5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah
selesai dilaksanakan;

6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab

kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal

seluruhnya;

7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan

Produk Hukum KPU, maka Standar Operasional Prosedur ini

dinyatakan tidak berlaku;

8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku mulai pada saat
ditandatangani.

iru;

1. Standar OperasionalProsedur (Standard Operational Procedure /

SOP) ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana

struktur organisasi yangtelah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagaipanduan Sub

BagianHukum dalam pengunggahan produk hukum KPU;

3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau

evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua)kali setahun;

4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan.Zrevisi dapat

dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

PENGESAHAN

-- 2 --
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